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ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang lebih 
andal, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis 
Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerapan SAP Berbasis Akrual 
dilaksanakan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. Penggunaan Sistem Aplikasi 
Terintegrasi untuk Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sistem Aplikasi Terintegrasi 
menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Desember 2016. 

  - Lampiran Halaman 6 – 102. 

    

    

    

  

http://sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/264~PMK.05~2016Per.pdf

